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Pasca pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Indonesia yang diakibatkan krisis multidimens, jatuhnya
Presiden Soeharto membuka kesempatan bagi berlangsungnya reformasi demokratis di Indonesia. Untuk
memenuhi aspirasi rakyat dan tuntutan yang di suarakan masyarakat untuk memperbaiki kondisi dan
struktur ketatanegaraan Pasca Orde bare, tuntutan tersebut antara lain sebagai berikut: Pertama, Amandemen
DUD 1945. Kedua, Penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Ketiga Penegakan Supremasi Hukum, Penghormatan
Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Keempat,
Desentralisasi dan Hubungan yang adil antara Pusat dan Daerah (otonomi daerah). Kelima, Mewujudkan
kebebasan pers. Keenam, Mewujudkan Kehidupan Demokrasi. Maka Sebagai salah satu tuntutan untuk
memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia, pada akhirnya, UUD 1945 telah diamandemen MPR
sebanyak empat kali menuju kepada Konstitusi yang demokratis, amendemen pertama DUD 1945 pada
tanggal 19 oktober 1999, amandemen kedua UUD 1945, padatanggal 18 Agustus Tahun 2000, amandemen
ketiga pada tanggal 9 November 2001, amandemen keempat padatanggal 10 Agustus Tahun 2002.

Terdapat lima alasan yang melatarbelakangi pemikiran mengapa M PR melakukan perubahan terhadap
Undang-Undang Dasar 1945, adapun lima alasan tersebut adalah; Pertama, K ekuasaan tertinggi di MPR,
Kedua, Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden. Ketiga, Pasal-pasal yang terlalu "luwes" sehingga dapat
menimbulkan multi tafsir. Keempat Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan
undang-undang. Kelima, Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelengara Negara belum cukup
didukung ketentuan konstitusi. Termasuk juga amandemen terhadap pengisian jabatan Presiden sebagal
penguatan kedaulatan rakyat dan reformasi konstitusi tentang pengisian jabatan presiden pasca amandemen,
maka pasal 6 ayat (2) undang-undang dasar 1945 diamandemen dengan pasal 6A DUD 1945. Ketentuan
pasal ini merupakan langkah maju konstitusi, sebagai penguatan kedaulatan rakyat dan demokrasi, karena;
Pertama, amandemen pasal 6A DUD 1945 oleh MPR merupakan mencabut sendiri kewenangan MPR untuk
memilih presiden dan wakil presiden dan mengantinya pemilihan presiden langsung oleh rakyat.Kedua,
keterlibatan rakyat dan penguatan kedaulatan rakyat, karena proses pemilihan presidern tidak lagi
diserahkan kepada Majelis Permuswaratan Rakyat, Ketiga, Keterlibatan Partai-partai politik peserta pemilu
untuk mengajukan Calon preseiden dan wakilnya, sehingga dapat juga disebut kedaulatan partai.

Amandemen UUD 1945 berimplikas terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia meliputi sistem
pelembagaan dan hubungan tiga cabang kekuasaan Negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif termasuk
amandemen terhadap pengisian jabatan presiden yang berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi di
Indonesia dan pada intinya amandemen terhadap UUD 1945 sebagai penguatan tentang kedaulatan rakyat,
rakyat diberikan peran yang besar dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional. Pemilihan
presiden langsung berdasarkan berimplikas bahwa lembaga presiden menjadi lebih kuat ketimbang lembaga
legidlatif, pemilihan presiden langsung adalah satu cara menciptakan keseimbangan yang baik antara
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lembaga DPR/MPR dan lembaga presiden, yang sekaligus mewakili kepentingan seluruh masyarakat dan
menjamin kehadiran pusat pengambilan keputusan yang efektif. Jenis penelitian adalah Penelitian Hukum
Normatif yakni penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data skunder
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